
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 14lHK.o3. 1-Kpt/3so2 I 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

SAI,INAN

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau

unit kerja yang tugas dan fungsinya

menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan

dokumen hukum pada kmbaga Pemerintahan Non

Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan

dokumentasi dan informasi hukum di

lingkungannya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2Ol5

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang

menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum ProvinsilKomisi Independen

Peinilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

Menimbang a.

b
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Mengingat

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota. wqiib mengumumkan secara serta

merta informasi publik yang telah dikuasai dan

didokumentasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ponorogo tentang Pembentukan Tim

Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Tahun 2022 di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (I-embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 6l ,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor a8a6l; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun

2Ol2 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 82);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol2 Nomor 82);
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5

Nomor a56l;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2Ol9 Tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol9 Nomor 3201, sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O2l Tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2l Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan IJmum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1236);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang

Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 6921;
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

\O/HK.O4 /0812022 Pedoman Teknis Pengelolaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ponorogo Nomor O38/HK.03.1-

BA/3502/2O22 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Tim Kerja

Pembangunan 7-ona Integritas, Standar Operasional

Prosedur dan Pembentukan Tim Pelaporan Capaian

Kinerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo,

tanggal 21 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PONOROGO PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM

TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022.

Menetapkan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Tahun 2022 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas:

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan

pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ponorogo;

b. men5rusun dan menyempurnakan pedoman/standar

pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi

hukum; dan

c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan

hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah

satu wujud tate- kelola pemerintahan yang baik,

akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA bertugas:

a. menjamin ketersediaan dokumenta.si dan informasi

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat

diakses secara cepat dan mudah;

b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengan bidang hukum;

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber

daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim

Pengelola; dan

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan

tahunan.

Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota, dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau

a.nggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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KEENAM

Salinan Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PONOROGO
SDM,

Keputtrsan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ponorogo
Pada Tanggal : 2l Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd.

MUNAJAT

www.jdih.kpu.go.id/jatim/ponorogo



I,AMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO NOMOR : 14
/ HK. o3. 1 -Kpt / 3so2 / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

NO NAMA JABATAN
DALAM KEDINASAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

1 c 3 4

1 Munajat, S.Mn. Ketua KPU
Kabupaten Ponorogo

Ketua
Pembina

2 M. Arwan Hamidi, S.Th.I.
Anggota KPU

Kabupaten Ponorogo
Pembina

3 Ahmad Fauzi Huda, S.Pd.
Anggota KPU

Kabupaten Ponorogo
Pembina

4 R. Gaguk Ika Prayitna, S.Sos.,
M.A.P

Anggota KPU
Kabupaten Ponorogo

Pembina

5 Ali Mahfudz, S.Sy
Anggota KPU

Kabupaten Ponorogo
Pembina

6 Zaroal Arifin, S.I.P.,M.Si Sekretaris KPU
Kabupaten Ponorogo

Pembina

Ditetapkan
Pada Tanggal

di Ponorogo
21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd.

MUNAJAT
Sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PONOROGO

ukum SDM,

SUBEKTI
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I.AMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO NOMOR: /HK.03.1-
Kpt/3502/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

NO NAMA JABATAN
DALAM KEDINASAN

KEDUDUKAN
DALAM TTM

1 2 3 4

1 Nanang Subekti Kasubbag Hukum dan
SDM Ketua Tim

2 Andina Endartika Sari Kasubbag Keuangan,
Umum dan Logistik Anggota

3 Sulistiyana Riasitawati Kasubbag Program
dan Data

Anggota

4 Sutrisno

Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan

Hubungan Partisipasi
Masyarakat

Anggota

4 Muhammad Haidar Ali Pelaksana Anggota

5 Rulistika Kusmaningtyas Pelaksana Anggota

6. Rizki Kurniawan Pelaksana Anggota

Ditetapkan
Pada Tanggal

: di Ponorogo
: 2l Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd.

MUNAJAT
Sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PONOROGO

Hukum SDM,

www.jdih.kpu.go.id/jatim/ponorogo


